ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Alih
Fungsi Penggunaan Tanah Wakaf Hasil dari Istibda>l dalam Perspektif Hukum
Islam di Masjid Al-lkhlas Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri”
dengan dua rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: 1. Bagaimana proses alih
fungsi penggunaan tanah wakaf hasil dari Istibda>l di masjid al-lhklas desa
Blabak kecamatan Kandat kabupaten Kediri? 2. Bagaimana perspektif hukum
Islam terhadap alih fungsi penggunaan tanah wakaf hasil dari Istibda>1 di masjid
al Ihklas desa Blabak kecamatan Kandat kabupaten Kediri?.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis
deskriptif serta menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggunakan data
penelitian yang umum berupa data tentang alih fungsi penggunaan tanah wakaf
hasil dari Istibda>I di tinjau dari segi hukum Islam.

Penyebab alih fungsi penggunaan tanah wakaf hasil dari Istibda>l
tersebut adalah karena belum adanya pendaftaran wakaf secara tertulis oleh pihak
yang berwenang yakni PPAIW. Sehingga memudahkan pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk menukar dan mengalihfungsikan penggunaan tanah
wakaf, yang seharusnya untuk perluasan Masjid menjadi Madrasah Ibtidaiyyah,
dalam hal ini, dilakukan oleh nadhir desa yang baru tanpa melibatkan ahli waris
dan pengurus yayasan yayasan dalam proses alih fungsi tanah wakaf tersebut
sehingga terjadi ketidak sesuaian dengan tujuan wakif semula.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa alih fungsi penggunaan
tanah wakaf hasil dari Istibda>l yang dilakukan oleh Nadhir baru tidak benar
karena menurut hukum Islam tanah wakaf yang peruntukannya sudah jelas, untuk
Masjid al-1khlas tidak boleh di alih fungsikan untuk kepentingan lainnya. Dengan
demikian nadhir yang baru telah melakukan kesalahan dalam bentuk
penyalahgunaan wewenang dan tidak adanya amanah dalam menjalankan
tugasnya. Seiring dengan kenyataan diatas hendaknya para Wagqif, Nadhir dan
masyarakat pada umumnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang
wakaf, terutama pada pejabat yang berwenang dalam mengurusi wakaf, agar
sering memberikan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, begitu juga
bagi nadhir dalam menjalankan pengembangan serta pengelolaan harta benda
wakaf dan pelaksanaan perwakafan agar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
hukum Islam dan ketentuan perwakafan yang berlaku.
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